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BUPATI SIMEULUE ‘

' QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 11 ‘TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

DI KABUPATLN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam- rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan
kesehatan, perlu pembinzan, pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat;

bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah
melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;

bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suvatu Qanun;

Undang-Undang Nomor 2.3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

Undang-Undang No 18 Tzhun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana
telah diubah dengan Uncang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3698);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 3699);




6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepofisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Neg ara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi 1)aerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3893),

8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukafi
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3897); '

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
"Peraturan -Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4349);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negjara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya denjzan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59).

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemezrintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Neg ara Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Regublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik
(Lembaran Negara Rerublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1980 (_embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nemor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3781);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838); '

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 200f Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);




18. Peraturan Menteri Kesehstan Nomor 920/Men.Kes/Pe/XI1/86 tentang
Upaya Pelayanan Keseha:an Swasta di Bidang Medis jo. Keputusan
Direktur Jenderal Pelayaian Medis Departemen Keschatan Nomor
HK.00.06.3.5.5797 tentarg Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan Swasta di Bidang Medis Spesialis;

19. Peraturan Menteri Keseha:an Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor I332/MENKES!SKIXI2002

20. Qanun Provinsi Nanggro- Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara  Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussilam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Parsetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
dun
BUPATI SIMEULUE,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ]ZIN PENYELENGGARAAN SARANA

PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BABI
KETENTUAN UMUM

Patal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
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Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerint:h Kabupaten Simeulue;

Bupati adalah Bupati Simeulue;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten zdalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue yang selanjutnya disebut DPRIK Simeulue;

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keseatan Kabupaten Simeulue;

Upaya kesehatan adalah setiap kegiztan untuk memelihara dan meningkatkan
keschatan yang dilakukan oleh pemerintith dan atau masyarakat;

Sarana keschatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan; ‘

Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan
meningkatkan keschatan yang diselinggarakan oleh pemerintah, perorangan,
kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan;

Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam
masyarakat yang dilaksanakan oleh teraga kesehatan maksimal dokter umum atau
dokter gigi;

Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan medis terhadap individu dan keluarga
dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
atau kelompok dokter spesialis;

. Praktik berkelompok adalah penyelenggiaraan pelayanan medis secara bersama oleh

dokter umum, dokter glgl, dokter spes:alis atau dokter gigi spesialis dengan tanpa
atau menggunakan penunjang medis;

Rumah sakit umum adalzh tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan
medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan
pelayanan perawatan secara rawat jalan Jan rawat inap;




0. Rumah sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan
medis spesialistik tertentu, peleyanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan
pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

p. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita
hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana
serta perawatan bayi yang baru lahir;

q. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk
memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sckolah,
dan pelayanan keluarga berencana ; 4

r. Laboratorium Klinik adalah tempat y:ung melaksanakan pelayanan pemeriksaan,
pengukuran, penetapan dan pengujian té-hadap bahan yang berasal dari manusia atau
bukan berasal dari manusia untuk perentuart jenis penyakit, penyebab penyakit,
kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan
perorangan dan masyarakat;

s. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran sediaan farmasi, perbekalan | esehatan lainnya kepada masyarakat;

t. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara
eceran;

u. Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan adalah orang atau badan hukum yang
bertanggung jawab terhadap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan;

v. Perizinan sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Dacrah untuk mendirikan dan atau mengoperasionalkan sarana kesehatan yang
meliputi izin pendirian sarana pelayanar kesehatan dan izin penyelenggarasn sarana
kesehatan;

w. Izin pendirian sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk
mendirikan sarana pelayanan kesehatan;

X. lzin penyelenggaraan sarana pelayanan <esehatan adalah izin yang diperlukan untuk
mengoperasionalkan sarana pelayanan kosehatan;

y. Retribusi izin penyelenggataan sarana p:layanan kesehatan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberan izin
penyelenggaraan sarana pelayanan keszhatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah; ‘ ‘

z. Masa retribusi adalah jangka waktu tertntu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan perizinan penyelenggaraan  sarana  pelayanan
kesehatan,

& Surat Ketetapan Retribusi Daerah yarg selanjutnya disebut SKRD adalah surat
keputusan yang menetapkan besarnya setribusi terutang atau jumlah retribusi yang
harus dibayar oleh wajib retribusi.

BABII
PENYELENGGARAAN SARANNA PELAYANAN KESEHATAN

Paral 2

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana pelayanan
kesehatan.

{2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Sarana pelayanan kesehatan dasar, terdiri:

. Praktik perorangan dan berkelom pok dokter umum;

Praktik perorangan dan berkelom pok dokter gigi:

Praktik perorangan dan berkelom pok bidan;

Balai pengobatan; |,

Balai Keschatan Ibu dan Anak (EKIA);
6. Rumah bersalin;

b. Sarana pelayanan medis spesialistik, terdiri:

1. Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;

2. Praktik perorangan dan berkelom pok dokter gigi spesialis;
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¥ 3. Rumah sakit umum;
' 4. Rumah sakit khusus;
¢. Sarana pelayanan kesehatan lainnya, “erdiri:
1. Laboratorium klinik;
Radiologi klinik;
Fisioterapi klinik;
Apotik;
Toko obat; : .
Praktik pengobatan tradisional;
Akupunktur. )
(3) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana di;ﬁaksud pada ayat (2) harus berbentuk
- badan hukum yayasan, kecuali:
a. Praktik perorangan dan berkelompok dokter umum;
Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi;
Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;
Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi spesialis;
Praktik perorangan dan berkelompok bidan;
Radiologi klinik;
. Fisioterapi klinik;
Apotik;
Toko obat; '
Praktik pengobatan tradisional;
Akupunktur,
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Pasal 3

Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kusehatan wajib memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PERIZINAN SAIrlANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perizinan

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1 terdiri atas:
a. Izin Tempat Usaha; .
b. Izin operasional.

Bagian Kedua
Izin Temat Usaha

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan hukum yang al:an mendirikan dan atau memperluas sarana
pelayanan keschatan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Tempat Usaha dari
Bupati. .

(2) Kewajiban memperoleh Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk ;
a. Praktik dokter spesialis/dokter gigi spesialis perorangan;

b. Praktik dokter umum/dokter gigi perorangan:




¢. Praktik bidan perorangan; '
d. Praktik pengobatan tradisional;
¢. Akupunktur,

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan

Pasal 6

#

- {1) Setiap orang dan/atau badan hﬁkum yeng menyelenggarakan pelayanan kesehatan
harus memiliki izin penyelenggaraan dan Dlnas Kesehatan.

(2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dxmc ksud pada ayat (1) berlaku selama $ (hma)
tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(3) Izin penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendafiar ulang
setiap tahun. .

(4) Izin penyelenggaraan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelc nggaraan sebagalmana dimaksud pada Pasal
6 tersebut tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

BABIV |
PEJABAT YANG BERWEMANG MEMBERIKAN IZIN
DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

(1) Pejabat yang bewenang memberikan (lan mencabut izin penyelenggaraan sarana
pelayanan keschatan serta menetapkan sanksi administrasi adalah Kepala Dinas

Kesehatan,

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada aya: (1) wajib menerbitkan izin penyelenggaraan
sarana pelayanan kesehatan selambat-lanbatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sec: ra lengkap dan benar.

BABYV
HAK DAN FEWAJIBAN

Pasal 9

Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan terhak:

Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;

Mendapatkan pembinaan dari Pemerintal Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
Memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan;

Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah
Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
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Pasii 10

Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan l:erkcwapban

2. Melakukan kegiatan pelayanan keselatan sesuai standar pelayanan kesehatan
. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan fungsi sosial serana pelay inan kesehatan;




¢. Menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan
lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

d. Memasang izin penyelenggaraan pada sarana palayanan kesehatan yang bersangkutan
apabila telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan,

BAB VI
SANKSI ADIMINISTRASI

Pasal 11

(1) Apabila penyelenggara sarana pelayanan kesehatan melanggar ketentuan
sr:baga:mana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas Keschatan berwenang mencabut

izin penyelenggaraan.

(2) Apabila pemegang jzin tidak mclaksanakan ketentuan sebagaiman dimaksud pada
Pasal 10, maka izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana pelayanan kesehatan
dapat dibekukan untuk sementara waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Kepala
Dinas Kesehatarn.

(3) Apabila setelah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pemegang izin tidak melakukan upaya perbaikan scbagaimana dimaksud pada
Pasal 10, maka Kepala Dinas Kesehatan berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh
penyelenggara sarana pelayanan kesehatin.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada .yat (1), (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan
setelah penyelenggara sarana pelayanin kesehatan diberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAR VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan ds n Pengendalian

Pasil 12

(1) Dinas  Keschatan melaksanakan pzngawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan di Daerah.

~ (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengcndahan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) Dinas Keschatan dapat bekcrja sama dengan organisasi profcm yang
bcrsangkman serta instansi terkait,

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan per.gendalian terhadap penyelenggaraan sarana
pelayanan kesehatan, Kepala Dinas Kcschat.m bertanggungjawab kepada Bupati

' VBagiat Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta d:ilam membantu upaya pengawasan dan
g:ngr:;da!mn terhadap kegiatan penyelenggaraan sarana pelayanan keschatan di
ae.

(2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila mengetahui adanya
pelanggaran kcgmtan penyelenggaraan sarana pelayanan keschatan di Daerah,




BAB VIII
- RETRIBUSI

) Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Setiap pelayanan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dikena.k_an Retribust.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah pelayanan izin penytlenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang
meliputi pemberian izin:
. Izin penyelenggarazan praktik perorangan‘berkelompok dokter umum;
 Izin penyelenggaraan praktik peroranganberkelompok dokter gigi;
Izin penyelenggaraan balai pengobatan:
Izin penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); -
Izin penyelenggaraan rumah bersalin/klinik bersalin;
Izin penyelenggaraan praktik perorangan’berkelompok dokter spesialis;
Izin penyelenggaraan praktik perorangan‘berkelompok dokter gigi spesialis;
Izin penyelenggaraan rumah sakit swast; _
Izin penyelenggaraan laboratorium klinik ;
Izin penyelenggaraan fisioterapi klinik;
Izin penyelenggaraan radiologi klinik.
Izin penyelenggaraan apotik;
. Izin penyelenggaraan toko obat;
Izin penyelenggaraan praktik pengobatar tradisional;
Izin penyelenggaraan akupunktur;
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Bagian Kedua
Golongar Retribusi

Pasal 17

Retribusi pelayanan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan digolongkan
sebagai Retribusi perizinan tertentu.

Bagiav Ketiga
Cara Mengukur Tinjkat Penggunaan Jasa

Pasil 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkar Jenis izin penyelenggaraan sarana pelayanan
keschatan yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasil 19

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besamyz tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk
menutup sebagian atau selurub biaya pemberian perizinan .penyelenggaraan sarana

pelayanan kesehatan yang bersangkutin dan biaya pembinaan, pengawasan dan
pengcndalian. SR S oo | . G




(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Biaya operasional; :
b. Biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Bagian Kelima
Besarnya Tarif
Pasal 20

(1) Besamya retribusi izin penyelenggarain sarana pelayanan keschatan ditetapkan
sebagai berikut: ‘

ad.

b,

C.

Pelayanan izin penyelenggaraan praktik dokter umum/dokter gigi perorangan
sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi
sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ri>u rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan balii pengobatan sebesar Rp 600.000,00 (enam
ratus ribu rupiah); ' -

Pelayanan izin penyelenggaraan BKIA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah); : :

Pelayanan izin penyelenggaraan rumah bersalin/klinik bersalin sebesar Rp
700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigl
spesialis sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rapiah); '

Pelayanan izin penyelenggaraan rumah sakit swasta sebesar Rp 1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah); '

Pelayanan izin penyelenggaraan laboratorium klinik sebesar Rp 800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan radiologi klinik sebesar Rp 750.000,00 {tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan fisicterapi klinik sebesar Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan apotik sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

Pelayanan izin penyelenggaraan tokc obat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah);

- Pelayanan izin penyelenggaraan akusunktur sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah}); ] :

Pelayanan izin penyelenggaraan bidaa perorangan sebesar Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah); ‘ _

Pelayanan izin penyelenggaraan bid:n berkelompok sebesar Rp 250.000,00 (dua

' ratus lima puluh ribu rupiah);

Retribusi pembaharuan izin penyel:nggaraan besamya sama dengan retribusi
permohonan izin penyelenggaraan ban;

Retribusi daftar ulang tahunan sebeser 25 % (dua puluh lima perseratus) dari izin
penyelenggaraan baru, :

(2) Retribusi’ penggantian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan karena
hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (fima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagairr ana dimaksud pada Pasal 20 disetor ke Kas
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Bagian Keenam
* Wilayah Pomungutan

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di tempat perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan
keschatan,

Bagian Ketujuh
 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

"Pasal 23

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan sarana
-pelayanan kesehatan,

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah
_(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamalan.

_ Bagian Fledelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi  dipungut dengan ' menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh
Bupati,

Bagian Ilesepuluh
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi,

(2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,

(3) Tata cara. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
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BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan szrana pelayanan kesehatan di Daerah dengan
" tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati diancam pidana paling lama 6 {(enam)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.00:0.000,00 (lima puluh juta rupigh).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud puda ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Selain tindak pidana yang diatur pada Pasal 26, penyelenggaraan sarana pelayanan
keschatan yang melakukan. tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatay, dan atau peraturan perundang-undangan
lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BABX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilakikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Simneulue yang pengangkatannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ber aku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan duri seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

¢. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau sur.t;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadaken penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dar Penyidik
Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pijana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;

1. Mengadakan tindakan lain menurut tukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

; BAB XI
KETENTUANM PERALIHAN

Pasal 31

(1) Perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan atau sejenisnya yang telah
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Qanun ini tetap
berlaku sampai dengan habis masa berlalunya.

(2) Orang pribadi atau badan yang telah molakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya
Qanun ini dan belum memiliki izin, wajib mengajukan izin berdasarkan Qanun ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan
keschatan yang telah ditetapkan oleh Pemer ntah Daerah sebelum berlakunya Qanun ini

dinyatakan tidak berlaku.

)

Pasal 33

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Qanun ini diatur dengan

~ Peraturan Bupati.

(2) Sistem dan prosedur pelayanan serta be wtuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk
pelayanan perizinan berdasarkan Qanun ini ditetapkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 34

Dcngan bcrlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pas:al 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundengkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memesintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulgaidah 1429 H

WUP TI SIMEULUFK,

L

*

DARMILI

Dxunda.ngkandj Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

?’W/@

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 1008 NOMOR 143

12




Lampiran - Qanun Kabupaten Simeulue r 11 Takun 2008
Nomor ¢ 11 Tahun 2008

Tanggal : 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H
Tentang : Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan

: Kesechatan di Kabupaten Simeulue
A. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER UMUM;
Pcrsyaratan Izin Penyelenggaraan : #
surat peryataan telah menyelesaikar pembangunan tempat praktik;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (STTU);
foto copy izin gangguan;
struktur organisasi;
denah lokasi dan denah situasi bangunan;
hasil pcmcnksaan kualitas air yang masih berlaku;
data jenis pelayanan;
data ketenagaan dan uralan tugas;
daftar obat;
10 daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan,

wwygw»www

B. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER GIGI;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :
surat pemyataan telah menyelesaikar pembangunan tempat praktik;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
foto copy surat izin pendirian;
foto copy izin gangguan;
organisasi; ;
denah lokasi dan denah situasi bangunan;
hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
data jenis pelayanan;
data ketenagaan dan uraian tugas;
10 daftar obat;
11. dafiar peralatan, listrik/penerangan;
12. daftar tarif yang akan diberlakukan.

SPRNOVA LN~

C. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK BIDAN;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy surat izin pendirian;

foto copy izin gangguan;

struktur organisasi;

denah lokasi dan denah situasi bangunan;

hasil pcmenksaan kualitas air yang r asih berlaku;

data jenis pelayanan;

data ketenagaan dan uraian tugas;

10 daftar obat;

11. daftar peralatan, llsmk/penerangan

12. dafiar tarif yang akan diberlakukan.

WRNAAB W -

D. BALAI PENGOBATAN;
Pcrsyamtan Izin Penyelenggaraan :
surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan balai pengobatan;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (&ITUY;
foto copy izin gangguan
struktur organisasi;
denah lokasi dan denah situasi bangu 1an;
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‘¥ 6, hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9, daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang ekan diberiakukan.

E. BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK (BKIA)
Persyaratan Izin Penyelenggaraan : ‘
- surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan BKIA;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (£ ITU); :
foto copy izin gangguan;
struktur organisasi;
denah lokasi dan denah situasi banguan;
hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
data jenis pelayanan;
data ketenagaan dan uraian tugas;

. dafiar obat;

10. daftar peralatan, listrik/penerangan;

11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

e gk s adil =
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F. RUMAH BERSALIN;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah bersalin;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan;

struktur organisasi; '

denzh lokasi dan denah situasi banguan;

hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;

data jenis pelayanan;

data ketenagaan dan uraian tugas;

. dafiar obat;

10. daftar peralatan, listrik/penerangan;

11. dafiar tarif yang akan diberlakukan.

O RN A W

G. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan;

.. struktur organisasi;

denah lokasi dan denah situasi banguian;

hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;

data jenis pelayanan;

data ketenagaan dan uraian tugas;

. daftar obat;

10. daftar peralatan, listrik/penerangan;

11. dafiar tarif yang akan diberlakukan;

12. dafiar ketenagaan dan uraian tugas.
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H. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :
surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
foto copy izin gangguan;
struktur organisasi;
denah lokasi dan denah situasi bangunan;
hasil pemeriksazan kualitas air yang masih berlaku;

1.
2.
3.
4,
5.
6.




7. data jenis pelayanan; :

8. data ketenagaan dan vraian tugas;
9. daftar obat;

10. dafiar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan,

- L. RUMAH SAKIT UMUM
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

- Surat pernyataan telah menyelesaika 1 pembangunan tempat praktik; ’

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan; :

proposal penyelenggaraan operasional rumah sakit;

struktur organisasi/dafiar ketenagaan dan uraian tugas;

daftar ketenagaan medis dan para medis;

data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;

data kepegawaian dokter dan parame:dis:

- data inventaris medis, para medis dan non medis;

10. daftar isian rumah sakit;

11. daftar perlengkapan; '

12. denah bangunan;

13. daflar obat yang dipergunakan;

14. daftar peralatan, listrik/penerangan;

15. dafiar tarif yang akan diberlakukan.

16. hasil pemeriksaan kualitas air yang 1aasih berlaku
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J. RUMAH SAKIT KHUSUS
Persyaratan Izin Penyelenggaraan

berlaku surat pernyataan telah meny:lesaikan pembangunan tempat praktik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan;

proposal penyelenggaraan operasionil rumah sakit;

struktur organisasi/dafiar ketenagaar dan uraian tugas;

daftar ketenagaan medis dan para medis;

data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;

data kepegawaian dokter dan paramedis;

9. data inventaris medis, para medis da1 non medis;

10. dafiar isian rumah sakit;

11, daftar perlengkapan; _

12. denah bangunan;

13. daflar obat yang dipergunakan;

14. daftar peralatan, listrik/pencrangan;

15. daRar tarif yang akan diberlakukan.

16. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

R e

K. LABORATORIUM KLINIK;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan ;
1. surat pemyataan telah menyelesaikar: pembangunan laboratorium klinik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (3ITLY;
3. foto copy izin gangguan;
4. surat pemyataan kesanggupan penan ;gung jawab;
5. surat pemyataan kesanggupan masin ;- masing tenaga teknis;
6. surat pemyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
7. data kelengkapan bangunan;
8. data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku




L. RADIOLOGI KLINIK;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :
surat pernyataan telah menyelesaikar: pembangunan laboratorium klinik;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
foto copy izin gangguan,
surat pernyataan kesanggupan penan 2gung jawab;
surat pernyataan kesanggupan masin - masing tenaga teknis;
surat perayataan kesediaan mengikuti program pemantapan muty;
- data kelengkapan bangunan; o
data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan;
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku.
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M. FISIOTERAPI KLINIK;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan : _
1. surat pemnyataan telah menyelesaikar. pembangunan laboratorium klinik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. surat pernyataan kesanggupan penan jgung jawab;
5. surat pernyataan kesanggupan masin 3- masing tenaga teknis;
6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
7. data kelengkapan bangunan;
8. data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan;
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku.

N. APOTIK; :
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

foto copy Kartu Tanda Penduduk (K'TP) penanggung jawab apotik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (GITU);

foto copy izin gangguan;

foto copy Surat Izin Usaha Perdagan;zan (STUP);

foto copy akte pendirian perusahaan sagi yang berbentuk badan usaha;

foto copy surat penugasan/surat izin kerja apoteker/ijazah terakhir;

foto copy NPWP APA dan PSA:

denah bangunan dan peta lokasi:

9. bukti penggunaan bangunan;

10. data asisten apoteker;

11. hasil pemeriksaan kualitas air yang n asih berlaku

12. surat pernyataan dari apoteker bahwa APA tidak bekerja tetap pada perusahaan
farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotik lain bermaterai cukup;

13. surat ijin dari atasan bagi yang memi iki atasan;

14. surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang faninasi bermaterai cukup;

15. dafiar obat generik berlogo;

16. rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI).

NN U -

0. TOKO OBAT;
Persyaratan Izin Penyelenggaraan:
. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Toko Obat;
foto copy Surat Izin Tempat Usaha (CITU);
foto copy izin gangguan;
foto copy surat izin usaha perdagang: n (SIUP);
alamat dan denah tempat usaha;
surat pernyataan kesediaan bekerja d: ri asisten apoteker;
hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
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8. mempunyai asisten apoteker yang dibuktikan dengan :
a) foto copy ijazah apoteker;
b} foto copy surat izin kerja (SIK)

P. PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL
Pcrsyaratan Izin Penyelenggaraan :

surat pernyataan telah menyelesaika pembangunan tempat praktik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan

struktur organisasi;

denah Iokasi dan denah situasi bangunan;

hasil pemeriksaan kualitas air yang inasih berlaku;

data jenis pelayanan;

data ketenagaan dan uraian tugas;

daftar obat;

10 daftar peralatan, listrik/penérangan;

11. dafiar tarif yang akan diberlakukan.

WPH@MPPN-

Q. PRAKTIK PENGOBATAN AKUPUNTUR
Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

surat pernyataan telah menyelesaika1 pembangunan tempat praktik;

foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

foto copy izin gangguan;

struktur organisast;

denzh lokasi dan denah situasi bangunan;

hasil pemeriksaan kualitas air yang rnasih berlaku;

data jenis pelayanan;

data ketenagean dan uraian tugas;

daftar obat;

10 dafiar peralatan, listrik/pederangan;

11. daftar tarif yang akan diberlakukan.
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R. PERSYARATAN PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA
KESEHATAN
Persyaratan pembaharuan izin penyel:nggaraan sarana kesehatan diatur sebagai
berikut :
a. persyaratan sebagaimana pengajuar izin baru, kecuali surat pemyataan telah
menyelesaikan pcmbangmmn bangunan sarana kesehatan,
b. menyerahkan foto copy izin penyeleggaraan yang telah habis masa berlakunya.
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